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ABSTRAK

PERANAN PENYIDIK TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM

(Studi di Polresta Bandar Lampung)

Oleh
DESTEA SUSAGIANI

Pemberlakuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan
penyidik anak untuk memenuhi persyaratan yaitu berpengalaman sebagai penyidik,
mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak serta telah
mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Pada kenyataannya belum
semua penyidik anak memenuhi persyaratan tersebut. Permasalahan penelitian ini
adalah: Bagaimanakah peranan penyidik terhadap anak yang berkonflik dengan
hukum dan apakah faktor penghambat peranan penyidik terhadap anak yang
berkonflik dengan hukum?

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris,
dengan narasumber yaitu Penyidik Polresta Bandar Lampung dan Akademisi
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan
dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: Peranan penyidik terhadap anak
yang berkonflik dengan hukum di Polresta Bandar Lampung termasuk dalam
peranan normatif yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang dan peranan
faktual yang dilaksanakan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Pelaksanaan
peranan tersebut meliputi menyediakan penyidik khusus anak, menyediakan ruang
pemeriksaan khusus anak, melaksanakan penyidikan dengan suasana kekeluargaan,
meminta laporan penelitian kemasyarakatan, melaksanakan upaya paksa dengan
berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan mengupayakan
diversi dalam perkara anak. Faktor-faktor yang menghambat Peranan penyidik
terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polresta Bandar Lampung terdiri
dari: Faktor perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Anak
belum mengatur upaya yang harus dilakukan apabila terjadi pelolakan diversi oleh
korban atau keluarga korban. Faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih
terbatasnya jumlah anggota dalam menangani tindak pidana dan secara kualitas
masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan penyidik dalam menerapkan
perdamaian dalam penyelesaian tindak pidana. Faktor sarana dan prasarana yaitu
masih terbatasnya sarana penyidikan anak. Faktor masyarakat, khususnya korban
dan keluarga korban menolak diversi dan menginginkan agar anak yang berkonflik



Destea Susagiani
dengan hukum tetap diproses secara hukum; Faktor Kebudayaan, yaitu karakter
personal pelaku dan korban serta keluarganya yang tidak mendukung perdamaian.
Faktor yang paling dominan adalah faktor masyarakat, khususnya korban dan
keluarga korban menolak diversi dan menginginkan agar anak yang berkonflik
dengan hukum tetap diproses secara hukum.

Saran dalam penelitian ini adalah: Hendaknya peranan penyidik terhadap anak yang
berkonflik dengan hukum dioptimalkan dengan cara terus mengasah potensi yaitu
mengikuti berbagai pelatihan untuk menyesuaikan diri pada perkembangan teknik
diversi dalam perkara anak. Agar penyuluhan/sosialisasi mengenai diversi
ditingkatkan kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat memiliki pemahaman
yang baik terhadap diversi dan sebagai upaya untuk meminimalisasi penolakan
diversi oleh masyarakat.

Kata Kunci:  Peranan Penyidik, Anak, Berkonflik dengan Hukum
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki harkat, martabat, dan hak-hak

sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian

dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi

kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi

penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak

kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.1

Pengertian anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak

yang masih dalam kandungan. Artinya anak adalah sebutan untuk  janin atau bayi

yang masih dalam kandungan sampai dengan usia di bawah 18 tahun.

Keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara tidak dapat dipisahkan dari

eksistensi anak, oleh karena itu kepentingan anak patut dihayati sebagai

kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia. Anak perlu mendapat

1 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Mandar Maju, Bandung. 2009. hlm. 44
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perlindungan dari hal-hal negatif yang ada di sekitarnya. Perlindungan terhadap

anak tidak terbatas pada pemerintah, tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua,

keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak

asasi anak.

Kedudukan anak sebagai bagian dari generasi muda yang berperan strategis dalam

kemajuan suatu bangsa pada dasarnya telah disadari oleh masyarakat

Internasional. Pada Tahun 1990 lahirlah Konvensi Hak Anak (Convention on the

Right of the Child) yang telah diratifikasi oleh 192 Negara termasuk Indonesia.

Ratifikasi terhadap konvensi tersebut dilaksanakan melalui Kepres Nomor 36

Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of the Child.2

Konsekuensi dari hal tersebut yaitu Indonesia harus memajukan serta melindungi

kepentingan hak-hak anak sebagai subyek hukum seutuhnya. Dalam konvensi

tersebut terdapat prinsip umum yang harus diberlakukan terhadap anak yaitu

prinsip non diskriminatif, yaitu setiap manusia tidak terkecuali anak memiliki

perbedan satu sama lain. Hal ini tertera pada Pasal 2 Ayat (1) Konvensi Hak Anak

yang meyatakan: “Negara-negara peserta (states parties) akan menghormati dan

menjamin hak-hak yang telah di tetapkan dalam konvensi ini terhadap setiap anak

dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa

memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik,

asal-usul, sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau

orang tua atau walinya yang sah menurut hukum”. 3

2 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di
Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2008. hlm. 12
3 Ibid, hlm. 13
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Perkembangan yang terjadi sekarang ini, anak melakukan perbuatan yang tidak

baik sehingga dapat merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Bahkan saat

ini anak-anak tidak hanaya melakukan kenakalan berupa pelanggaran, namun

perbuatan mereka sudah mengarah pada perbuatan pidana. Bagi anak-anak yang

mengalami permasalahan pidana maka akan berhadapan dengan Peradilan pidana

anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak.

Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Petugas Permasyarakatan

Anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut

dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (The Juvenile Justice System). Sistem ini

bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak, juga diharapkan dapat

memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami masalah atau berhadapan

dengan hukum.4

Sistem peradilan pidana sebagai jaringan (network) peradilan yang menggunakan

hukum pidana materiil, hukum pidana formil ataupun hukum pelaksanaan pidana.

Proses Peradilan Pidana Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan

dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga Permasyarakatan Anak wajib

dilakukan oleh pejabat-pejabat terdidik khusus atau setidaknya mengetahui

tentang masalah Anak Nakal. Perlakuan selama proses Peradilan Pidana Anak

harus memperhatikan proses-proses perlindungan anak dan tetap menjunjung

tinggi harkat dan martabat anak, meskipun anak tersebut melakukan tindak

pidana, tanpa mengabaikan terlaksanan keadilan dan bukan membuat nilai

kemanusiaan anak menjadi lebih rendah.5

4 Ibid. hlm. 14
5 Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pustaka Yustisia,
Yogyakarta, 2015, hlm. 25
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Negara sudah sepantasnya menjadi pelindung utama sekaligus penjamin

terlindunginya semua anak dari segala bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh

siapapun juga. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap

hak-hak anak dapat dijumpai dalam berbagai perundang-undangan, yaitu:

1) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang merupakan ratifikasi dari

Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak.

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak.

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak

Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan

berbagai faktor, di antaranya arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi,

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup yang

membawa perubahan sosial yang dalam kehidupan masyarakat dan berpengaruh

pada nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh

bimbingan kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku,

penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh. Hal

ini akan menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang kurang sehat,

sehingga akan merugikan perkembangan pribadinya dan membuka peluang bagi

anak untuk melakukan tindak pidana.

Salah satu peran pihak Kepolisian di dalam memberikan perlindungan hukum

terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan memberikan perlindungan
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hukum dari bentuk pelanggaran terhadap anak adalah adanya perlakuan buruk.

Padahal seharusnya hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana juga perlu

mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak yang terkait. Anak yang

melakukan tindak pidana berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi

dalam hukum, hak atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang

tidak manusiawi dan hak untuk memperoleh bantuan hukum baik di dalam

maupun di luar Pengadilan dan sebagainya.6

Penyidik Polri dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku

tindak pidana, haruslah memperhatikan konsep mengenai keadilan restoratif

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa penyelesaian perkara tindak

pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain

yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap cara penanganan kasus anak. Dengan

adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu, maka para penyidik yang

menangani kasus Pidana Anak harus memperlakukan anak-anak yang berkonflik

dengan hukum secara berbeda dengan para pelaku pidana yang sudah dewasa,

karena masih adanya para penyidik Polri di bagian PPA (Perlindungan Perempuan

dan Anak) yang ada belum sepenuhnya memiliki perspektif yang sama dalam

menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum.7

6 Arif Gosita, Op.Cit, hlm. 46
7 Data prariset di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bandar Lampung,
Kamis 23 Agustus 2017.
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Penyidik Anak merupakan penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk.

Adapun syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik Anak sebagaimana diatur

dalam Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

a. telah berpengalaman sebagai penyidik;

b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan

c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak

Isu hukum dalam penelitian ini adalah bahwa berdasarkan data prariset di Unit

Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bandar Lampung, diketahui

bahwa penyidik anak dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum di

Polresta Bandar Lampung, belum semuanya mengikuti pelatihan teknis tentang

peradilan Anak. Dari sebanyak 11 personil penyidik anak pada Unit PPA, terdapat

4 penyidik anak yang belum mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak,

sehingga berpotensi melaksanakan penyidikan terhadap anak yang tidak dengan

amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.8

Setiap penyidik anak di Polresta Bandar Lampung seharusnya memiliki

kompetensi yang memadai dalam melaksanakan perannya dalam melaksanakan

penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini penting untuk

diupayakan agar penyidik anak dapat melaksanakan peran dengan sebaik-baiknya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

8 Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pustaka Yustisia,
Yogyakarta, 2015, hlm. 27
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Berdasarkan uraian di atas maka penulis melaksanakan penelitian yang berjudul:

Peranan Penyidik terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi di

Polresta Bandar Lampung)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimanakah peranan penyidik terhadap anak yang berkonflik dengan

hukum?

b. Apakah faktor penghambat peranan penyidik terhadap anak yang berkonflik

dengan hukum?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai

peranan penyidik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polresta

Bandar Lampung. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Polresta Bandar

Lampung dan waktu penelitian adalah Tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui peranan penyidik terhadap anak yang berkonflik dengan

hukum
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b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat peranan penyidik terhadap anak

yang berkonflik dengan hukum

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis yaitu sebagai

berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu

hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan peranan penyidik terhadap

anak yang berkonflik dengan hukum.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran

bagi penyidik anak dalam melaksanakan penyidikan sesuai dengan undang-

undang peradilan anak . Selain itu diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak

yang lain yang akan melakukan penelitian tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka

acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah,

khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka teori yang

digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah:
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a. Teori Peranan

Peranan diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh

orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan

sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang

saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan

kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan

sebagai peranan. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan

tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peranan (role accupant). Suatu hak

sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan

kewajiban adalah beban atau tugas.9

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau

perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu

posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.

Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan

berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya.

Peranan secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses

keberlangsungan.10

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan

kewajiban atau disebut subyektif. Peranan dimaknai sebagai tugas atau pemberian

tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek

sebagai berikut:

9 Kamus Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348.
10 Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242
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1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu

dalam masyarakat sebagai organisasi.

3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi

struktur sosial masyarakat.11

Jenis-jenis peranan sebagai berikut:

1) Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga

yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam

kehidupan masyarakat

2) Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga

yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai

dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

3) Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga

yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan

sosial yang terjadi secara nyata12.

Berdasarkan Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak, syarat penyidik anak adalah sebagai berikut:

a. telah berpengalaman sebagai penyidik;

b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan

c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak

11 Ibid. hlm.242
12 Ibid. hlm.243
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b. Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya bukan semata-mata pelaksanaan perundang-

undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat, yaitu sebagai

berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan

kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas

atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan

hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa keadilan tanpa kebenaran

adalah kebejatan dan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan

terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai dan keuangan yang cukup.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan

hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk

mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat

maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
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5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, semakin

banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan

kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.13

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan

dalam melaksanakan penelitian 14. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia

menjalankan suatu peran15

b. Penyidik menurut Pasal 1 Angka (1) KUHAP adalah pejabat polisi Negara

Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

c. Anak yang berkonflik dengan hukum menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah

anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

13 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta.
Jakarta. 1986. hlm.8-11
14 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103
15 Soerjono Soekanto. Loc Cit. 2002. hlm.243
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E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan

sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar

Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan

Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang

berhubungan dengan penyusunan skripsi tentang peranan penyidik

terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polresta Bandar Lampung

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan

Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan

dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi penyajian hasil penelitian, pembahasan dan análisis mengenai

peranan penyidik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polresta

Bandar Lampung dan faktor penghambat peranan penyidik terhadap anak

yang berkonflik dengan hukum di Polresta Bandar Lampung
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V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan

pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan

yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian ini.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Peranan

Peranan diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh

orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan

sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang

saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan

kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan

sebagai peranan. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan

tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peranan (role accupant). Suatu hak

sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan

kewajiban adalah beban atau tugas. 16

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau

perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu

posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.

Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan

berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya.

Peranan secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses

keberlangsungan.17

16 Kamus Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348.
17 Soerjono Soekanto.Op.Cit. hlm.242
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Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan

kewajiban atau disebut subyektif. Peranan dimaknai sebagai tugas atau pemberian

tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek

sebagai berikut:

1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat

2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu

dalam masyarakat sebagai organisasi.

3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi

struktur sosial masyarakat.18

Jenis-jenis peranan sebagai berikut:

a. Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga

yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam

kehidupan masyarakat

b. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga

yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai

dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

c. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga

yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan

sosial yang terjadi secara nyata19.

18 Ibid. hlm.242
19 Ibid. hlm.243
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Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peranan adalah

seperangkat nilai dan norma yang dilaksanakan berdasarkan kedudukan tertentu

yang diakui di dalam masyarakat dalam bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi.

B. Tinjauan Umum tentang Anak

Pengertian anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak

yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur bahwa anak adalah

orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun

tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Konsep anak menurut Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18

(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam

kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Anak merupakan

amanah sekaligus karunia Tuhan YME, yang senantiasa harus dijaga karena

dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus

dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang

termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi

kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi

penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

tumbuh, berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan

diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.
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Batas usia pertanggungjawaban pidana anak berdasarkan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010, adalah perubahan batasan usia minimal

pertanggungjawaban hukum bagi anak adalah 12 (dua belas) tahun maka

Mahkamah berpendapat hal tersebut membawa implikasi hukum terhadap batas

umur minimum bagi anak nakal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka (1)

Undang-Undang Pengadilan Anak yang menyatakan, “Anak adalah orang yang

dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

C. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diketahui bahwa yang dimaksud dengan

anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua

belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga

melakukan tindak pidana.

Istilah Anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana, istilah anak nakal diganti menjadi Anak yang

Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah orang yang

telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas)

tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila seorang anak melakukan

tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana

sebagaimana terdapat dalam KUHP. Karena pelakunya adalah anak maka sistem

hukum kita membuat pembedaan sehingga dirumuskanlah apa yang disebut

sidang anak sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
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Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-

hak Anak (Convention on the Right of the Child) sebagaimana telah diratafikasi

oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun

1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang

Hak-Hak Anak). 20

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

mengatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan

berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, sedangkan anak yang belum

berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan

pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi

kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk dapat menjatuhkan

pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan

kemanusiaan.21

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan

perwujudan dari pemenuhan hak-hak anak dalam konteks sistem peradilan pidana

anak. Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai

berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan

terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan), hak untuk

yang dilayani kerena penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan

perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan,

pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi

20 Arif Gosita, Op.Cit,  hlm. 52.
21 Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Op.Cit, hlm. 89.
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dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang

diberikan.

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut: menetapkan

masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan

yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan,

melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau

mengadakan rehabilitasi. Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan

sebagai berikut; hak untuk mendapatkan keringanan masa/waktu penahanan,

hakuntuk mengganti status penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan

Negara) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, hak untuk mendapatkan

perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara,

hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan, hak

untuk didampingi oleh penasehat hukum.22

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk

memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak

untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146

Ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 hurub

b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal

177, Pasal 165 Ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan

saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 Ayat (4) KUHAP).

22 Ibid, hlm. 90.
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Hak anak selama persidangan, masih dibedakan lagi dalam kedudukannya sebagai

pelaku, korban dan sebagai saksi. Hak anak selama persidangan dalam

kedudukannya sebagai pelaku:

a. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan kasusnya.
b. Hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat selama persidangan.
c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan

mengenai dirinya.
d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan

penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.
e. Hak untuk menyatakan pendapat.
f. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan

penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan
berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau
hukum yang diterapkan.

g. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif,
yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.

h. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya. 23

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk

memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak

untuk menerima surat penggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146

Ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 hurub

b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal

177, Pasal 165 Ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan

saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 Ayat (4) KUHAP)

Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum terus

diupayakan dalam rangka memenuhi hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak merupakan suatu langkah nyata yang ditempuh oleh pemerintah

dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak yang

23 Arif Gosita, Op. Cit, hlm. 52.
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melakukan tindak pidana. Undang-Undang ini didasarkan pada semangat tujuan

pemidanaan yang berorintasi pada pembinaan terhadap anak sehingga kelak

mereka menjadi anak baik serta tidak mengulangi kejahatannya.

Pengangadilan anak sebelum diberlakukan Undang-Undang Sistem Peradilan

Pidana Anak masih menganut pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan

penghukuman (retributive) dan belum sepenuhnya menganut pendekatan keadilan

restorative (restorative justice) dan diversi; UU ini belum sepenuhnya bertujuan

sebagai UU lex specialis dalam memberikan perlindungan secara khusus bagi

anak yang melakukan tindak pidana; Secara substantif bertentangan dengan spirit

perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak

(KHA).24

Pengadilan anak merupakan pengkhususan dari sebuah badan peradilan, yaitu

peradilan umum untuk menyelenggarakan pengadilan anak. Akibatnya dalam

pengadilan tidak mencerminkan peradilan yang lengkap bagi anak, melainkan

hanya mengadili perkara pidana anak. Tujuan dari sistem peradilan pidana yakni

resosialiasi serta rehabilitasi anak (reintegrasi) dan kesejahteraan sosial anak tidak

melalui keadilan restoratif dan diversi tidak menjadi substansi undang-undang

tersebut. Akibatnya perkara anak, meskipun melakukan tindak pidana ringan

harus menghadapi negara melalui aparat penegak hukum. Anak dipersonifikasikan

sebagai orang dewasa dalam tubuh kecil sehingga kecenderungannya jenis sanksi

yang dijatuhkan pada perkara anak masih didominasi sanksi pidana dari pada

24 Ibid, hlm. 71.
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sanksi tindakan. Konsekuensi logisnya, jumlah anak yang harus menjalani hukum

di lembaga pemasyarakatan semakin meningkat.

Sanksi pidana merupakan implementasi dari pengenaan sanksi pidana pada pelaku

dan sanksi tindakan berorientasi pada keamanan dan perlindungan masyarakat.

Bahkan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak memuat sanksi pidana bagi aparat penegak hukum

khususnya hakim. Jika hakim melanggar kode etik dalam membuat putusan maka

bisa dikenakan sanksi. Pasal 96 mengatur bahwa penyidik, penuntut Umum, dan

hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban dipidana dengan

pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00.

Pasal 100 menyebutkan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan

kewajiban dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.

Ketentuan yang bertentangan antara lain usia minimum pertanggung jawaban

pidana terlalu rendah; penggunaan term hukum anak nakal; dan tidak ada

mekanisme pembinaan anak, yang ada adalah sistem penghukuman anak;

Pengadilan anak kerena merupakan bagian dari peradilan umum, maka proses dan

mekanisme hukumnya sama dengan peradilan. Permasalahan-permasalahan di

atas memperlihatkan bahwa peraturan perundangan yang melandasi

operasionalisasi sistem peradilan anak dan menjadi dasar hukum bagi aparat

penegak hukum masih terdapat kesenjangan karena tidak sesuai dengan standar

universal yang menjamin hak anak. 25

25 Ibid, hlm. 72.
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D. Penyidik dan Penyidikan

Menurut Pasal 1 Angka (1) KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi Negara

Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sementara

itu menurut Pasal 6 KUHAP:

(1) Penyidik adalah:
(a) Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
(b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh

undang-undang.
(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) akan diatur

lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-

undang untuk melakukan penyidikan. Ketentuan tentang pengertian penyidikan

tercantum dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP bahwa: “penyidikan adalah

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti

itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan

tersangkanya”

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada 1961 sejak dimuatnya

istilah tersebut dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (UU Nomor 13 Tahun

1961). Sebelum dipakai istilah “pengusutan” yang merupakan terjemahan dari

bahasa Belanda opsporing. Dalam rangka sistem peradilan pidana tugas polisi

terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-
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Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai petugas penyidik, polisi bertugas untuk

menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum

dalam maupun di luar ketentuan KUHP. Inilah antara lain tugas polisi sebagai alat

negara penegak hukum.26

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP bahwa penyidik adalah pejabat

polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang

diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Tujuan penyidikan secara konkrit

dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan sebagai

berikut:

a. Tindak pidana apa yang dilakukan.

b. Kapan tindak pidana dilakukan.

c. Dengan apa tindak pidana dilakukan.

d. Bagaimana tindak pidana dilakukan.

e. Mengapa tindak pidana dilakukan.

f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut27

Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti

yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya

masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi

atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila

berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan

untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera

disidangkan. Di sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang

26 Sutarto. Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian. PTIK. Jakarta. 2002. hlm.71
27 Abdussalam, H. R. Hukum  Kepolisian  Sebagai  Hukum  Positif dalam Disiplin Hukum.
Restu Agung, Jakarta. 2009. hlm. 86.
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dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai

oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-

bukti yang ada kedepan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai

segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan

disidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan,

khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya

suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.

Hal menyelidik dan hal menyidik secara bersama-sama termasuk tugas Kepolisian

yustisiil, akan tetapi ditinjau pejabatnya maka kedua tugas tersebut merupakan

dua jabatan yang berbeda-beda, karena jika tugas menyelidik diserahkan hanya

kepada pejabat polisi negara, maka hal menyidik selain kepada pejabat tersebut

juga kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Pengertian mulai melakukan

penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan upaya

paksa dari penyidik, seperti pemanggilan pro yustisia, penangkapan, penahanan,

pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.

Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari empat

kemungkinan, yaitu:

a. Kedapatan tertangkap tangan.

b. Karena adanya laporan.

c. Karena adanya pengaduan.

d. Diketahui sendiri oleh penyidik28

28 Sutarto. Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian. PTIK. Jakarta. 2002. hlm.73
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Tugas utama penyidik sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1

Angka (2) KUHAP, maka untuk tugas utama tersebut penyidik diberi kewenangan

sebagaimana diatur oleh Pasal 7 KUHAP untuk melaksanakan kewajibannya,

sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) KUHAP, bahwa penyidik

karena kewajibannya mempunyai wewenang:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak
pidana.

b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri

tersangka.
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi.
h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara.
i. Mengadakan penghentian penyidikan.
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 Ayat (1) huruf (g) menyatakan bahwa

wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

E. Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengertian Sistem peradilan pidana anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah

keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum,

mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani

pidana.
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Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum,

karena proses peradilan pada proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya

identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena kekuasaan kehakiman pada

dasarnya juga merupakan kekuasaan atau kewenangan dalam menegakkan

hukum.29

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem dalam

suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah

masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi

sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah

dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak

mengulangi lagi kejahatannya.30

Sedangkan menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana merupakan

suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai

sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun

hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus

dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila

dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana

berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai precise

justice, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang dilandasi oleh asas-asas

keadilan yang bersifat umum dan harus diperhatikan dalam penegakan hukum.31

29 Barda Nawawi Arief. Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka
Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia . Badan Penerbit UNDIP.
Semarang. 2012. hlm. 42.
30 Mardjono Reksodiputro, Op.Cit. hlm. 12-13.
31 Ibid. hlm. 14.
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Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum

pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-

sendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan

lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan

yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut

masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.32

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi

(stuur model). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar

peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya

ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum.

Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut

seseorang di muka Pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan

dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime

control suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-

tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.33

Selanjutnya tampak pula, bahwa sistem peradilan pidana melibatkan penegakan

hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun

hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat preventif, represif maupun

kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan

antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga Kepolisian, Kejaksaan,

Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

32 Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana. Binacipta. Bandung. 1996. hlm. 2.
33 Sudarto. Op.Cit.. hlm. 7
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Sistem peradilan pidana mengenak tiga bentuk pendekatan yang saling berkaitan,

yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum

(kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai

institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga

keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

sistem penegakan hukum semata-mata.

b. Pendekatan administratif

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum

sebagai suatu organisasi manajeman yang memiliki mekanisme kerja, baik

hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai

dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem

yang dipergunakan adalah sistem administrasi.

c. Pendekatan sosial

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga

masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau

ketidak berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam

melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial. 34

Pasal 1 Angla (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian

perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

34 Romli Atmasasmita. Op.Cit.. hlm. 6
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Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan diversi bertujuan:

a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak

b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan

c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan

d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi

e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berisi bahwa

pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan

negeri wajib diupayakan diversi. Pasal 7 Ayat (2) berisi bahwa diversi

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang

dilakukan: a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan

merupakan pengulangan tindak pidana.

Tujuan diversi dalam sistem peradilan pidana adalah untuk semakin efektifnya

perlindungan anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya sistem peradilan

pidana yang terpadu atau juga bisa jadi pemunduran terhadap nilai-nilai yang telah

ada sebelumnya. Pemberlakuan kedua undang-undang tersebut merupakan upaya

untuk memenuhi berbagai hak anak yang bermasalah dengan hukum.

Uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat upaya yang patut diapresiasi bahwa

pemerintah telah mengadakan reformasi hukum di bidang pembaharuan undang-

undang atau substansi hukum. Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian

dari kebijakan/politik hukum pidana. Urgensi diadakannya pembaharuan hukum

pidana dapat ditinjau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial,

kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Dengan demikian
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pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya

untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai nilai-nilai

sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang

melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum

di Indonesia.

F. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Polri

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk

mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan

ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman

masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan

hukum, perlindungan, pengayoman, dan memberikan pelayanan kepada

masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang

merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis
masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan
nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh
terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya
ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan
potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan
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menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk
gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan
terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,
serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau
kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. Menegakkan hukum;

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban,
dan kelancaran lalu lintas di jalan;

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran
hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan
peraturan perundang-undangan;

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk
pengamanan swakarsa;

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai
dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas
kepolisian;

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan
hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan
bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani
oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya
dalam lingkup tugas kepolisian;

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia, menyebutkan wewenang Kepolisian adalah:

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat

mengganggu ketertiban umum;
c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain

pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat
dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah
darat, dan pungutan liar.

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau
paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan
kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan
falsafah dasar Negara Republik Indonesia.

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif
kepolisian;

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian
dalam rangka pencegahan;

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
i. Mencari keterangan dan barang bukti;
j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam

rangka pelayanan masyarakat;
l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan

perundang-undangan lainnya berwenang:

a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan
masyarakat lainnya;

b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan

senjata tajam;
f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan

usaha di bidang jasa pengamanan;
g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan

petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan

memberantas kejahatan internasional;
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i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang
berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian
internasional;

k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas
kepolisian.

Pengorganisasian Polri dirancang bersifat sentralistik setelah diberlakukannya UU

Nomor 2 Tahun 2002, hal ini dimaksudkan agar koordinasi antara kesatuan atas

dengan kesatuan bawah berlangsung efektif, karena ada kesatuan yang dapat

menjebatani antar dua kesatuan. Namun hal ini juga tidak lepas dari kelemahan,

yaitu timbul birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dalam alur administrasi,

kurang responsive terhadap tuntutan warga masyarakat lokal, rentan akan

politisasi penguasa nasional sehingga lembaga kepolisian kurang berperan untuk

kepentingan rakyat, dan kurang fleksibel menghadapi perubahan di masyarakat. 35

Pengorganisasian dan Tata Cara Kerja Polisi itu diatur berdasarkan Keppres

Nomor 70 Tahun 2002. Dalam hal ini saluran kewenangan di tingkat Mabes Polri

menerapkan tipe staf fungsional dan general, di mana terdapat pejabat fungsional

seperti Kepala Bagian Reserse Kriminal, Kepala Bagian Intelijen dan Keamanan

yang memiliki wewenang terbatas dalam bidang pekerjaan tertentu, di samping itu

Kapolri juga dibantu oleh staf yang tidak memiliki kewenangan komando, antara

lain staf ahli, dan staf auxiliary/pendukung (pengurusan administrasi personel,

logistik, keuangan, pendidikan dan latihan). Kemudian pada tingkat Polda ke

bawah berlaku bentuk organisasi garis dan fungsional yang dicirikan oleh adanya

pejabat fungsional di tingkat Polda yang memiliki kewenangan terbatas di bidang

35 Abdussalam, H. R. Hukum   Kepolisian   Sebagai Hukum   Positif  dalam Disiplin
Hukum. Restu Agung, Jakarta. 2009. hlm. 89.
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pekerjaan tertentu (misalnya Direktur Reserse Narkoba, Direktur Intelkam,

Kepala Biro Personel dan sebagainya), serta para Kepala Satuan Pelaksana

(Kapolrestabes, Kapolres/ta dan Kapolsek) yang memiliki wewenang

melaksanakan bidang pekerjaan kepolisian di wilayah hukum masing-masing.

Organisasi polisi secara keseluruhan mulai dari tingkat Mabes Polri hingga ke Pos

Polisi merupakan organisasi yang sangat besar, menganut bentuk organisasi garis,

staf dan fungsional. Dalam hal pengorganisasian Polri, pejabat satuan pelaksana

memiliki kewenangan dan dapat melaksanakan semua tugas kepolisian,

sedangkan pada pejabat fungsi memiliki kewenangan terbatas dalam bidang

pekerjaan tertentu. Secara lebih rinci, pada tingkat Polres, bentuk organisasinya

adalah garis dan fungsional. Ini ditunjukkan dari adanya pejabat-pejabat Kapolsek

yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan seluruh tugas kepolisian di

wilayah hukum Polsek masing-masing, di samping itu ada pejabat fungsional baik

di bidang opersional (Kepala Satuan Reserse, Kepala Satuan Intelkam, Kepala

Satuan Lantas, Kepala Satuan Binmas dan Kepala Bagian Operasi) maupun

Kepala Bagian Administrasi dan Kepala Unit P3D (Pelayanan, Pengaduan, dan

Penegakan Disiplin). Kelemahannya ialah, pengorganisasian polisi di tingkat

Polres yang memiliki kewenangan cukup luas tidak dilengkapi staf yang bertugas

untuk mengkaji dan menganalisis guna memberikan masukan kepada

pimpinannya.

Polri yang memiliki organisasi sangat besar tersebut apabila tidak diimbangi

peningkatan profesionalitas dan spesialisasi dalam mengemban tugas maka

penonjolan kekuasaan (power) dalam menjalankan tugas sangat mungkin masih



37

akan terus berlangsung. Di sisi lain yang tidak kalah pentingnya ialah, mengingat

pada setiap anggota polisi itu melekat kekuasaan deskresi dalam menjalankan

tugas, apabila hal tersebut tidak disertai dengan rumusan aturan perilaku (code of

practice) yang jelas bagi masing-masing petugas polisi pada fungsi kepolisian

(Intel, Reserse, Samapta, Binmas, Lalu Lantas) maka pelanggaran etika yang

dilakukan polisi akan terus terjadi. Dalam kaitan masalah ini perlu didudukkan

pula sistem pemolisian di Indonesia sesuai dengan kondisi sosial budayanya. Juga

dalam hal sistem manajemen kepolisian agar lebih praktis mengingat beban

tugasnya semakin hari terus meningkat. 36

Konsekuensinya ialah, dalam kondisi ini akses publik harus dibuka seluasnya bagi

pengawasan kepolisian, baik terhadap tindakan dari para petugas kepolisian

maupun perumusan kebijakan dan manajemen kepolisian. Kondisi ini dibutuhkan

bukan saja oleh negara, tetapi juga oleh masyarakat dalam kapasitasnya sebagai

obyek tindakan kepolisian. Eksistensi polisi dalam suatu negara perlu legitimasi

yang jelas. Ada dua alasan untuk hal itu. Pertama, setiap lembaga negara perlu

diberi derajat monopoli kekuasaan untuk menjalankan tugasnya. Hal ini penting

bagi polisi karena dalam menjalankan tugasnya mendapatkan mandat untuk

menggunakan kekuatan fisik yang terorganisir. Kedua, dalam negara demokratis

seluruh lembaga negara harus memiliki akuntabilitas dalam menjalankan

tugasnya. Ini berarti bahwa, mandat yang diperoleh polisi untuk menggunakan

kekuatan paksa fisik harus disertai pertanggungjawaban dan bila terjadi kegagalan

dalam memberikan pertanggungjawaban harus disertai pula hukuman.

36 Sutarto. Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian. PTIK. Jakarta. 2002. hlm.11
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III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis

normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif

dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau

bersandar pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris

dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan

dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.37

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan.

Data lapangan diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan

diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.38

2. Jenis Data

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari data primer dan data sekunder, sebagai

berikut:

37 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.12
38 Ibid. hlm.45
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a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber

untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber

hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan

dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73

Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak

d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan

hukum primer yaitu produk hukum berupa Peraturan Pemerintah Nomor

27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang

Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
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3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai

referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang

berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
pada Polresta Bandar Lampung : 2 orang

2. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 orang+

Jumlah : 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (library research)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan

mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan (field research)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden sebagai

usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam

penelitian.
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2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang

dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data

selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang

telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan

dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Sistematisasi data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan

dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan

sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara

sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk

memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode

induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan

yang bersifat umum.39

39 Ibid.  hlm.102
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V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan dalam penelitian ini

sebagai berikut:

1. Peranan penyidik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polresta

Bandar Lampung termasuk dalam peranan normatif dan faktual. Peranan

normatif dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan,

khususnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peranan faktual

dilaksanakan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, yaitu menyediakan

penyidik khusus anak, menyediakan ruang pemeriksaan khusus anak,

melaksanakan penyidikan dengan suasana kekeluargaan, meminta laporan

penelitian kemasyarakatan, melaksanakan upaya paksa dengan berpedoman

pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan mengupayakan diversi

dalam perkara anak, sehingga terhadap anak yang melakukan tindak pidana

dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan

merupakan pengulangan tindak pidana dapat diupayakan proses diversi.

2. Faktor-faktor yang menghambat Peranan penyidik terhadap anak yang

berkonflik dengan hukum di Polresta Bandar Lampung terdiri dari: Faktor

perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Anak belum

mengatur upaya yang harus dilakukan apabila terjadi pelolakan diversi oleh
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korban atau keluarga korban. Faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas

masih terbatasnya jumlah anggota dalam menangani tindak pidana dan secara

kualitas masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan penyidik dalam

menerapkan perdamaian dalam penyelesaian tindak pidana. Faktor sarana dan

prasarana yaitu masih terbatasnya sarana penyidikan anak. Faktor masyarakat,

khususnya korban dan keluarga korban menolak diversi dan menginginkan

agar anak yang berkonflik dengan hukum tetap diproses secara hukum; Faktor

Kebudayaan, yaitu karakter personal pelaku dan korban serta kleluarganya

yang tidak mendukung penyelesaian perkara di luar peradilan atau

perdamaian. Faktor yang paling dominan adalah faktor masyarakat, khususnya

korban dan keluarga korban menolak diversi dan menginginkan agar anak

yang berkonflik dengan hukum tetap diproses secara hukum.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hendaknya peranan penyidik dalam sistem peradilan pidana terhadap tindak

pidana yang dilakukan oleh anak dioptimalkan dengan meningkatkan

profesionalisme dan kapasitas penyidik anak dalam sistem peradilan pidana,

dengan cara terus mengasah potensi yaitu mengikuti berbagai pelatihan untuk

menyesuaikan diri pada perkembangan teknik diversi dalam perkara anak

2. Agar penyuluhan/sosialisasi mengenai diversi ditingkatkan kepada masyarakat

luas, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang baik terhadap diversi

dan sebagai upaya untuk meminimalisasi penolakan diversi oleh masyarakat.

Hal ini penting untuk dilakukan sebagai proses pembinaan terhadap anak yang

melakukan tindak pidana.
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